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BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 6.1 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN DAN JASA PENGABDIAN
BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (4) dan
Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Sembada, ketentuan mengenai
penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi diatur

dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Tunjangan dan Jasa Pengabdian bagi
Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Tirta Sembada;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9




Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum
Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah  Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN
JASA PENGABDIAN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

® N o o

(1)

(2)

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada adalah badan
usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan
air bersih yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Sembada.

Tunjangan adalah pendapatan non upah yang dibayarkan oleh
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada kepada Direktur
dan Dewan Pengawas.

Honorarium adalah uang jasa yang diberikan Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Sembada kepada Dewan Pengawas pada suatu kegiatan
tertentu.

Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Sembada kepada Direktur dan Dewan Pengawas
dalam waktu tertentu.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Sembada.

Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Tirta Sembada.
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
pemberian tunjangan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas dan

Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan
tertib administrasi tunjangan dan jasa pengabdian bagi Dewan Pengawas

dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
TUNJANGAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tunjangan

Pasal 3

Dewan Pengawas mendapatkan Tunjangan sebagai berikut:

a. Tunjangan Komunikasi paling banyak sebesar 5% (lima persen)
dari honorarium;

b. Tunjangan Keluarga paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen)
dari honorarium;

C. Tunjangan Kesehatan paling banyak sebesar 1 kali honorarium

dibagi 12 (dua belas) bulan;

d. Tunjangan Hari Raya paling banyak sebesar 1 kali honorarium;
e. Tunjangan Rekreasi paling banyak sebesar 1 kali honorarium; dan
f. Tunjangan Gaji ke-13 paling banyak sebesar 1 kali honorarium.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan

huruf f diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali;

Besaran penerimaan Tunjangan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan

dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Jasa Pengabdian

Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan Jasa
Pengabdian paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Jasa

Pengabdian yang diterima oleh Direktur.

Dalam hal Anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) Jasa Pengabdian
diberikan dengan perbandingan sebagai berikut:
a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen).

Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja
paling sedikit 1 (satu) tahun, diberikan Jasa Pengabdian paling banyak

20% (dua puluh persen) dari honorarium bulan terakhir.




(4) Besaran penerimaan Jasa Pengabdian Anggota Dewan Pengawas

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUNJANGAN DAN JASA PENGABDIAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Tunjangan
Pasal 5
(1)  Direktur mendapatkan Tunjangan sebagai berikut :

a. Tunjangan Istri paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari
gaji;

b. Tunjangan Anak untuk paling banyak 2 (dua) orang dan masing-
masing anak mendapatkan paling banyak sebesar 5% (lima persen)
dari gaji;

C. Tunjangan Jabatan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan
jabatan pegawai golongan tertinggi;

d. Tunjangan Perumahan bagi yang tidak menempati rumah dinas
paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji;

e. Tunjangan Komunikasi paling banyak sebesar 5% (lima persen)
dari gaji;

f. Tunjangan Kesehatan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji
dibagi 12 (dua belas) bulan;

g. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak sebesar 1 (satu)
kali gaji;

h. Tunjangan Rekreasi paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji; dan

1. Tunjangan Gaji ke-13 paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan

huruf i diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali;

(3) Besaran penerimaan Tunjangan Direktur ditetapkan oleh Direktur

dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Sembada, Direksi dapat diberikan dana representatif paling

banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam

1 (satu) tahun.




Bagian Kedua

Jasa Pengabdian

Pasal 7

(1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan Jasa Pengabdian paling
banyak 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah

diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan;

(2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling
sedikit 1 (satu) tahun diberikan Jasa Pengabdian dengan perhitungan
lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan 5% (lima persen) dari
laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir

masa jabatan.

(3) Besaran penerimaan Jasa Pengabdian Direktur ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pemberian Tunjangan dan Jasa Pengabdian bagi Dewan Pengawas dan
Direktur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada sesuai kemampuan keuangan

perusahaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

PURWATNO WIDODO

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap

SRI PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 6.1




